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BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang Masalah 

Turki merupakan sebuah negara yang berbentuk 
republik konstitusional yang demokratis, sekuler, dan bersatu.  
Negara ini berada di ujung timur laut dari laut Mediterania di 
Eropa Tenggara dan Asia Barat Daya. Di sebelah utara adalah 
Laut Hitam dan di barat adalah Aegea. Di sebelah barat Turki 
berbatasan dengan negara Yunani dan Bulgaria  dan di bagian 
utara Turki berbatasan dengan Rusia, Ukraina dan Rumania. 
Lalu di sebelah timur berbatasan dengan Geogia, Iran, 
Armenia dan Azerbaijan, di selatan berbatasan dengan Suriah 
dan Irak (Purhantara, 2004). 

Sejak terpilihnya Recep Tayip Erdogan sebagai presiden 
Turki, Turki telah menjadi wajah baru di dunia internasional 
dengan kebijakan-kebijakan yang baru dan yang berbeda dari 
sebelumnya. Salah satu kebijakan yang mencolok ialah arah 
kebijakan politik luar negeri Turki yang lebih terfokus pada 
hubungan dengan negara-negara di Timur Tengah salah 
satunya ialah negara Suriah (Panayiotides, 2018). 

Negara Turki dinilai telah menjadi suatu kekuatan baru 
di kawasan Timur Tengah dan menjadi suatu ancaman dalam 
konflik yang terjadi di Suriah, sejak bulan Maret pada tahun 
2011 telah terjadi konflik di Suriah yang telah menelan korban 
lebih dari 100.000 jiwa. dalam hal ini Turki mengambil 
peranan besar dalam konflik tersebut dimana negara Turki 
menjadi negara yang memberikan bantuan terbesar terhadap 
korban konflik yang terjadi di Suriah khususnya di provinsi 
Idlib dengan melakukan diplomasi humaniter (Hussein, 2018).
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Diplomasi kemanusiaan Turki mencerminkan karakter 
yang belas kasih dan kompeten dari negara Turki dan 
menggambarkan sifat  manusia yang berorientasi pada 
kebijakan luar negeri Turki yang menggabungkan kepentingan 
dengan nilai-nilai. Kebijakan luar negeri Turki mengambil  

sebagai titik acuan dan tetap bertekad untuk 
menggunakan semua sarana dan kemampuannya ke arah 
tersebut (Re´gnier, 2011). 

Selama sepuluh tahun belakang, international 
development assistance telah menjadi aspek yang di perlukan 
dalam kebijakan luar negeri Turki. dalam memperluaskan 
kegiatan kerjasama pembangunan secara geografi, Turki telah 
berhasil dan efektif dalam merespon krisis kemanusiaan yang 
menjadi perhatian internasional dan telah menjadi peringkat ke 
4 terbesar dalam bantuan pembangunan dan ketiga dalam 
bantuan kemanusiaan di Indonesia pada tahun 2012. Turki 
telah menjadi negara yang berhasil mengkontekstualisasikan 
arti bantuan internasional  dengan cara yang 
memungkinkannya untuk bergerak melampaui semua "jarak", 
khususnya emotional detachment yang diciptakan oleh 
pembangunan world-system dari nation-states 
2014). 

Pada Maret 2011, protes anti-pemerintah meletus di 
Suriah. Protes ini terinspirasi oleh protes serupa di seluruh 
Timur Tengah sebagai akibat dari Musim Semi Arab. Rezim 
Assad merespon dengan agresif terhadap protes damai dan 
memperburuk situasi. Dia melepaskan layanan keamanan dan 
intelijen untuk dihancurkan demonstrasi dan demonstrasi, 
sering dengan tembakan langsung, dan menangkap para 
pembangkang. Namun, Peristiwa-peristiwa berubah dengan 
sangat buruk. Pada akhir 2011, perang bersenjata dimulai 
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antara pasukan pemerintah dan pemberontak oposisi (Khan, 
2018). 

Dalam perang, pada dasarnya pemerintah elit Alawit 
yang berkuasa dan mesin negara - diadu melawan aliansi 
pemberontak oposisi - terutama Sunni. Namun, kompleksitas 
perang semakin meningkat karena campur tangan kekuatan 
global dan regional serta Jihadis Islam di keruwetan. Oleh 
karena itu, pertama-tama perlu dipahami siapa yang melawan 
siapa di Suriah sebelum rencana perdamaian apa pun dapat 
dibayangkan (Khan, 2018). 

  

Konflik Suriah bisa dikatakan sebagai konflik politik 
bersenjata internal yang berkelanjutan di Suriah. Konflik 
dimulai pada 15 Maret 2011 oleh demonstrasi damai, dalam 
kerangka yang disebut Arab Spring. Konflik berkembang 
menjadi pemberontakan sebagian besar penduduk dan pada 
tahun 2012 meluas menjadi perang saudara. Demonstrasi 
besar-besaran terjadi di ibukota Suriah yaitu Damaskus pada 
maret 2011 dan pemerintah Suriah juga telah mengumumkan 
pengunduran diri dari kabinet, hal ini jelas dilakukan karena 
tuntutan reformasi oleh para demonstran dan menurut presiden 
Asaad demonstrasi tersebut terjadi karena adanya pihak 
konspirasi asing (Arromadloni, 2018). 

Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan 
kelompok oposisi yang merupakan warga Suriah sendiri ini 
telah mendapatkan perhatian dan respon dari dunia 
internasional dikarenakan terjadinya pertumpahan darah akibat 
kekerasan yang di gunakan pemerintah Suriah terhadap 
rakyatnya. (Hermawan, 2016). 
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Turki sendiri telah menganut kebijakan pintu terbuka 
terhadap para pengungsi Suriah yaitu dimana pengungsi 
Suriah bisa dengan mudahnya memasuki kawasan negara 
Turki. Turki juga merupakan salah satu negara yang telah 
meratifikasi konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Turki 
sendiri juga telah memberikan hak dan kewajiban dan 
kerangka kerja untuk akses kesehatan, pendidikan, pasar 
tenaga kerja dan bantuan sosial. (Prasaja, 2015). 

Sekarang negara Turki sendiri telah menjadi negara 
tujuan nomor satu pengungsi dari Suriah dibandingkan dengan 
negara-negara lainya, dan Turki sendiri telah menyiapkan 
kamp-kamp khusus untuk ditempati oleh pengsungsi dari 
suriah. Badan tanggap bencana Turki (AFAD) sendiri telah 
menjadi lembaga utama yang mengkoordinakasikan para 
pengungsi di Turki. sejak tahun 2015 Turki telah mendirikan 
sekitar 25 kamp pengungsian di 10 wilayah Turki (Gumilar, 
2015). 

Terjadinya konflik di Suriah ini telah mengakibatkan 
pertumpahan darah dan tragedi kemanusiaan yang paling besar 
dalam sejarah Suriah sepanjang abad ke-21 ini, yang 
mengakibatkan 312.000 lebih orang terbunuh dan 90.000 dari 
mereka merupakan warga sipil dan termasuk 16.000 anak 
menurut kelompok pemantau observatorium Suriah untuk hak 
asasi manusia (Antaranews, 2016). 

Pada tahun 2017, rezim Suriah melakukan serangan 
kimia di kota Khan Seikhun, provinsi Idlib yang 
mengakibatkan korban jiwa sekitar 86 orang termasuk 30 
anak-anak dan 20 wanita. Dampak dari serangan kimia yang 
dilakukan rezim Suriah ini telah membuat Turki bereaksi dan 
mengecam serangan tersebut. Presiden Turki Recep Tayyip 
Erdogan memperingatkan pengeboman dan serangan rudal di 
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provinsi Idlib, Suriah, akan menyebabkan "pembantaian" 
warga sipil. Turki, yang mendukung sejumlah kelompok 
pemberontak di provinsi itu, melakukan serangkaian 
perundingan dengan Rusia dan Amerika Serikat yang 
bertujuan mencegah serangan ke Idlib tersebut (CNN 
INDONESIA, 2018). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu 
Bagaimana strategi diplomasi humaniter Turki 

dalam mencegah pembantaian di Idlib Suriah tahun 2012-
2018?  

 
C. Kerangka Teori 

Penulis mencoba untuk mengutip atau pendapat para 
ahli yang berhubungan dengan objek yang di teliti dan 
disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini 
dimaksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang pada 
akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan 
hipotesis dan memahami serta menganalisa permasalahan 
yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari 
pakar yang kompoten yang tentunya sesuai dengan masalah 
yang diteliti. Hal ini dianggap penting karena teori-teori 
tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-
fenomena dalam hubungan internasional, banyak pendapat 
yang telah dikemukakan oleh para ahli ilmu hubungan 
internasional, sehingga dalam hal ini penulis menggunakan 
kerangka dasar konsep diplomasi humaniter. 
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Diplomasi humaniter secara umum bisa diartikan 
sebagai suatu upaya damai dalam mencapai kesepakatan 
dalam hal komitmen kepada prinsip-prinsip kemanusian 
universal. Aktor humaniter berbeda dengan aktor diplomasi 
konvensional, aktor humaniter tidak memiliki hak maupun 
otoritas dalam memberikan sanksi militer (rosyidin, hal. 9-13). 

Diplomasi bisa artikan dalam banyak definisi, menurut 
definisi Sir Ernest Satow sejak tahun 1922 bahwa diplomasi 
sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan 
hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat yang 
diperluas dengan negara-negara jajahannya. Sedangkan 
definisi dari Barston, diplomasi sebagai manajemen hubungan 
antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor 
hubungan internasional lainnya dan diplomasi pada umumnya 
dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan resmi maupun 
konferensi umum (Djelantik, 2008). 

Diplomasi telah dipraktekkan secara berbeda di tempat 
yang berbeda dan di waktu yang berbeda dalam sejarah. 
Diplomasi adalah fungsi khusus yang dilakukan oleh seorang 
dengan kategori khusus. secara umum diplomasi dapat 
diartikan sebagai upaya damai untuk mencapai kesepakatan. 
Secara konseptual, diplomasi kemanusiaan berbeda dengan 
diplomasi konvensional. Diplomasi konvensional mengacu 
pada tugas-tugas yang dilakukan oleh diplomat profesional. 
Esensi diplomasi konvensional adalah para diplomat 
membawa misi pemerintah yang mereka wakili dan 
memperjuangkan misi itu untuk mencapai tujuan yang 
dikehendaki sedangkan diplomasi kemanusiaan mengacu pada 
tugas-tugas yang dilakukan oleh relawan kemanusiaan di 
daerah yang dilanda konflik atau bencana alam (Smith, 2017). 
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Perbedaan mendasar antara diplomasi konvensional dan 
diplomasi kemanusiaan terletak pada tujuan yang ingin diraih. 
Perbedaan ini bisa kita pahami dengan melihat pada kasus 
konflik maupun bencana alam. Dalam kasus konflik, baik 
konflik antar negara maupun intra negara, diplomasi 
konvensional bertujuan untuk mengidentifikasi sebab-sebab 
konflik dan berupaya mencari solusi untuk menyelesaikannya. 
Mekanisme penyelesaian konflik bisa dengan bilateral atau 
melibatkan pihak ketiga (mediasi atau arbitrasi). Sementara 
dalam diplomasi kemanusiaan, tujuan utamanya adalah 
membantu korban konflik tersebut. Para relawan kemanusiaan 
tidak berpretensi untuk mendamaikan pihak-pihak yang 
berkonflik, melainkan hanya memikirkan mencari cara 
bagaimana supaya bantuan bisa mengalir kepada korban. 
Masalah akan muncul ketika fokus tujuan ini bergeser kepada 
resolusi konflik yang sebenarnya bukan menjadi wilayah 
tanggung jawabnya (Smith, 2017). 

Prinsip-prinsip pada diplomasi kemanusiaan mencakup 
dasar-dasar seperti impartiality (bantuan sesuai dengan tingkat 
keparahan kebutuhan), neutrality (kegiatan tanpa politik atau 
agenda asing lainnya) dan independence (kewajiban untuk 
menahan gangguan dengan prinsip-prinsip utama). 
Pengalaman praktisi juga menggarisbawahi perbedaan antara 
diplomasi tradisional dan diplomasi kemanusiaan, diplomasi 
tradisional biasanya menangani negara sedangkan diplomasi 
humanitarian harus mencari cara untuk melibatkan aktor non-
negara. Menurut duta besar Lakhdar Brahimi, kebanyakan dari 
praktisi kemanusiaan tidak menganggap diri mereka sebagai 
seorang diplomat (Smith, 2017). 

Isu-isu spesifik seputar diplomasi kemanusiaan yang 
dilakukan termasuk tugas menaksir kebutuhan atas apa yang 
diperlukan warga sipil yang berada dalam kesulitan dan 
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memantau situasi perubahan mereka dari waktu ke waktu, 
memastikan perlindungan terhadap hak asasi 

terhadap hukum kemanusiaan internasional, mengekang 
kembali pelanggaran yang diarahkan dengan impunitas 
terhadap penduduk sipil (Smith, 2017). 

Menurut Mitchel Veuthey, diplomasi kemanusiaan 
bertujuan untuk Mendapatkan akses ke korban untuk 
mengevaluasi situasi mereka dan untuk memastikan tingkat 
perlindungan dan bantuan yang diperlukan untuk mereka, 
bernegosiasi visa untuk aktor kemanusiaan, menegosiasikan 
pembentukan mekanisme logistik dan keuangan untuk 
pengiriman bantuan kemanusiaan, memastikan keamanan 
pekerja kemanusiaan, menegosiasikan jaminan keamanan bagi 
staf lokal organisasi kemanusiaan, seperti juga untuk 
penduduk sipil dan penerima manfaat lainnya dari pekerjaan 
kemanusiaan, mengkoordinasikan aksi kemanusiaan melalui 
mekanisme berbagi informasi, antara organisasi kemanusiaan 
dan otoritas lokal, nasional dan militer serta dengan aktor 
Non-Negara, mempromosikan kodifikasi, ratifikasi, aplikasi, 
dan implementasi hukum humaniter dalam arti luas bekerja 
untuk memastikan penghormatan konkrit hukum kemanusiaan, 
oleh keduanya pemerintah dan aktor non-negara (Veuthey, 
2012). 

Tantangan penggunaan kekuatan untuk melindungi 
warga sipil  menjadi kesulitan yang dihadapi oleh organisasi 
kemanusiaan yang muncul tidak hanya datang dari pihak yang 
terlibat langsung dalam konflik. Namun dihadapkan dengan 
realitas konflik internal baru dan telah menjadi hal yang biasa 
bagi komunitas internasional untuk campur tangan di tempat 
dimana hak asasi manusia di langgar. Pemerintah yang terlibat 
tidak selalu menghormati prinsip-prinsi IHL ( International 
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Humanitarian Law), akibatnya para pekerja kemanusiaan 
dilapangan menjadi semakin rumit dan berbahaya dan negara-
negara telah meningkatkan hambatan baru bagi lembaga-
lembaga kemanusiaan yang ingin mendapatkan akses ke 
daerah-daerah krisis dan menjangkau wilayah-wilayah di 
mana kelompok-kelompok non-negara aktif (Re´gnier, 2011). 

Tingkat diplomasi kemanusiaan merupakan tindakan 
yang dapat dikualifikasikan dalam ranah diplomasi 
kemanusiaan dan dapat diidentifikasi baik dalam kerjasama 
lembaga-lembaga kemanusiaan dengan pemerintah nasional 
dan organisasi internasional dan dalam pekerjaan kemanusiaan 
yang dilakukan keluar setiap hari di lapangan. Oleh karena itu, 
baik secara nasional maupun internasional, dan sub-nasional 
dan lokal, ada beberapa tingkat kontak dan intermediasi di 
diplomasi kemanusiaan yaitu diplomasi kemanusiaan pada 
level internasional (Re´gnier, 2011). 

Marion Harroff-Tavel menyatakan bahwa diplomasi 
kemanusiaan adalah strategi dalam mempengaruhi para pihak 
yang terlibat konflik, serta pihak lainnya seperti negara, non-
negara dan komunitas masyarakat yang bertujuan mengatasi 
masalah kemanusiaan melalui jaringan kerjasama yang 
berkelanjutan (bilateral, multilateral) (Harroff-Tavel, 2016). 

Dilihat dari diplomasi humaniter Turki maka menurut 

fokus pada kepentingan nasional Turki menjadi "negara penuh 
kasih dan berkuasa". diplomasi kemanusiaan Turki sebagai 
alat untuk posisi internasional. Oleh karena itu, diplomasi 
kemanusiaan dianggap sebagai Soft Power  Turki. dari 
perspektif negara, itu berfungsi untuk kepentingan bangsa. 
Dari sudut pandang organisasi internasional mengenai 
diplomasi kemanusiaan, tidak ada satu pun definisi konsep ini. 
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Regnier mengidentifikasi berbagai definisi diplomasi 
kemanusiaan bahwa dia membandingkan satu sama lain. 
Definisi bervariasi dan dalam banyak kasus, mereka 
didasarkan pada misi organisasi . 

 

D. Hipotesa 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan diatas serta mempertimbangkan kerangka dasar 
teori yang digunakan, maka penulis mencoba untuk 
mengambil kesimpulan sementara bahwa salah satu cara yang 
dilakukan Turki dalam mencegah pembantaian yang terjadi di 
Idlib Suriah yaitu  : 

1. Turki dan Rusia sepakat untuk menciptakan zona 
demiliterisasi di sekitar Idlib, Suriah. Kesepakatan ini 
ditujukan untuk mencegah serangan militer di provinsi 
yang dikuasai para pemberontak. 

2. Turki melakukan kerjasama kemanusiaan dengan Red 
Crescent yang di dukung oleh ICRC (International 
Committee of the Red Cross). 
  

E. Jangkauan Penelitian 

Di dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada tahun 
2012-2018, hal ini dikarenakan : 

1. Sejak terjadinya konflik pada bulan maret 2011 di 
Suriah, Turki mulai memainkan peran pada konflik 
tersebut terutama di provinsi Idlib Suriah dalam 
mencegah pembantaian terhadap warga yang di 
mulai pada tahun 2012-18 
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2. Pada tahun 2012 dan seterusnya Turki telah 
berhasil dan efektif dalam merespon krisis 
kemanusiaan yang menjadi perhatian internasional 
dan mendapat peringkat ketiga dalam bantuan 
kemanusiaan. 

3. Tahun 2018 merupakan puncak dari konflik 
tersebut, pasukan Suriah mengepung Idlib yang 
merupakan provinsi terakhir yang masih di kuasai 
kelompok perlawanan pemerintah Suriah. 

 

F. Tujuan Penelitian 

1. Memahami strategi yang di lakukan turki dalam 
mencegah pembantaian di Idlib Suriah. 

2. Mengetahui konsep diplomasi humaniter dalam 
mencegah pembantaian di Idlib Suriah. 
 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan 
humaniter Turki mencegah pembantaian di Idlib Suriah 2012-

penulis menggunakan studi literature. Metode yang 
bersifat eksplorasi deskriptif yang merupakan penelitian yang 
menggambarkan metode kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. 

Dalam penyajian data, penulis menggunakan studi 
literature dalam pengambilan data dari berbagai sumber seperti 
jurnal, koran, situs internet, buku serta media hal yang terkait 
untuk mendukung penelitian ini. 
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H. Sistematika Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 5 bab besar yang 
menjelaskan topik skripsi. Kemudian adapula sub bab-sub bab 
agar lebih memperinci penjelasan dari bab besar sebelumnya, 
hubungan antar bab di dalam skripsi ini, ditulis secara 
sistematis agar memudahkan pembaca untuk memahami isi 
skripsi, sebagai berikut : 

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 

BAB II berisi tentang dinamika politik luar negeri 
Turki-Suriah, hubungan bilateral Turki-Suriah, sejarah konflik 
Suriah yang dimulai dengan Arab Spring, terjadinya 
pembantaian di Idlib Suriah, keterlibatan Turki dalam konflik 
di Suriah, dampak konflik terhadap Suriah dan dampak konflik 
terhadap perekonomian Turki. 

BAB III berisi tentang bentuk strategi diplomasi 
humaniter Turki, kesepakatan demiliterisasi dengan Rusia, 
respon dunia internasional terhadap kesepakatan demiliterisasi 
dengan Rusia, kerjasama Turki dengan organisasi kemanusian 
dan peran Turkish Red Crescent di Idlib Suriah. 

BAB IV berisi tentang kesimpulan skripsi yang telah di 
jelaskan dari bab I sampai bab IV sekaligus menjadi bagian 
akhir skripsi ini. 


